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 ABSTRACT 

 

Good Governance began to emerge in Indonesia after the reform era. This is 

motivated by various kinds of problems that arise. The demands of the New Order 

government, namely the president as the center of power. as a result of the 

constitution and the consequences of other high state institutions that are not 

going well, and also blockage of social control that comes from community 

participation. The author uses a descriptive method with a qualitative approach. 

With this method researchers are trying to describe, analyze. Good Governance is 

present as a form of solution in overcoming problems that occur in a country. 

Good Governance helps integrate the roles of government, private sector, and 

society to reach a common consensus, which in practice can be accounted for and 

is effective and efficient. By paying attention to the values and workings of good 

governance, good governance is a form of conveying accountability from the 

recipients of the trust to the givers of the trust is not satisfactory if the awareness 

of how important it is to apply the principles of good and clean governance and 

the need for state administrators is corruption, nepotism and irregularities. others 

can be minimized. The government can also be said to be good if the construction 

can be carried out with very minimal costs but with maximum results. 

 

Keywords: Good Governance Principles 

 

ABSTRAK 

 

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini 

dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul Tuntutan 

pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat 

dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak 

berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya control social yang berasal dari 

partisipasi masyarakat.penulis menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk 

mendeskripsikan, menganalisis. Good Governance ini hadir sebagai salah satu 

bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. 

Good Governance membantu mengintegrasikan anatar peran pemerintah, privat 

sector, dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam 

pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efesien. 

Dengan memperhatikan nilainilai dan cara kerja good governance, Good 
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governance merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari para 

penerima amanah kepada pemberi amanah belum memuaskan bilamana 

kesadaran tentang bagaimana pentingnya menerapkan prinsup-prinsip good and 

clean governance dan kebutuhan bagi penyelenggara negara maka korupsi, 

nepotisme dan penyimpngan-penyimpangan lainnya dapat diminimalisir. 

Pemerintah juga bisa dikatakan baik apabila pembangunannya dapat dilakukan 

dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil maksimal. 

 

Kata Kunci: Prinsip-prinsip Good Governance 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintahan yang baik atau 

good governance merupakan konsep 

yang bersifat kolektif, yang melibatkan 

seluruh tindakan atau tingkah laku 

yang bersifat mengarahkan, 

mengendalikan atau memepengaruhi 

urusan publik untuk mewujudkan nilai-

nilai good dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengertian good governance tidak 

sebatas pengelolaan lembaga 

pemerintahan semata, tetapi 

menyangkut semua lembaga baik 

pemerintah maupun non pemerintah. 

Dalam praktiknya, pemerintahan yang 

bersih (clean government) adalah 

model pemerintahan yang efektif, 

efisien, jujur, transparan, dan 

bertanggung jawab.Suatu pemerintahan 

dapat dikatakan baik apabila 

produktivitas bersinergi dengan 

peningkatan indikator kemampuan 

ekonomi rakyat, baik dalam aspek 

produktivitas, daya beli, maupun 

kesejahtraan spriritualitasnya. 

Orientalis Bernard Lewis 

menyebutkan tugas dan kewajiban 

kepala Negara meliputi hal-hal yang 

berkaitan dengan kemaslahatn 

rakyatnya, yaitu membela kepentingan 

rakyat, melindungi mereka dari 

serangan-serangan musuh yang 

memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya bagi rakyat untuk memiliki 

kehidupan yang baik di dunia dalam 

rangka mencapai kebahagiaan di 

akhirat. 

Prinsip-prinsip good 

governance dapat pula diterapkan 

dalam pengelolaan lembaga sosial 

dalam masyarakat dari yang paling 

sederhana  hingga yang berskala besar. 

Di Indonesia, substansi wacana good 

governance dipadankan dengan istilah 

baik, bersih, dan berwibawa. 

Pemerintahan yang baik adalah sikap di 

mana kekuasaan dilakukan oleh 

tingkah laku pemerintah negara yang 

berkaitan dengan sumber-sumber 

sosial, budaya, politik, serta 

ekonomi.Dalam prakteknya pemerintah 

yang bersih adalah model pemerintahan 

yang efektif, efesian, jujur, transparan 

juga bertanggung jawab. 

Prinsip Good Governance yang 

diciptakan World Bank justru dianggap 

tidak dapat menyelesaikan masalah 

kemiskinan terutama di negara-negara 

berkembang (Scholte, 2012). Apalagi 

ketika prinsip neoliberalisme yang 
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diperkenalkan pada tahun 1946 oleh 

sekelompok jaringan masyarakat yang 

suskes menerapkan suatu hegemoni 

kebijakan dibeberapa negara di dunia. 

Neoliberalisme kemudian masuk  dan 

diterapkan dalam setiap kebijakan 

ekonomi di negara maju. Neo 

Liberalisme merupakan suatu paham 

yang menganut prinsip-prinsip seperti 

mengutamakan investasi asing yang 

masuk ke suatu negara, menciptakan 

kondisi yang seimbang antara investasi 

internal dan eksternal, melegalkan ijin-

ijin usaha dan menasionalisasikan 

investasi asing. Hal ini menbuat 

ekonomi di suatu negara akan semakin 

maju, namun menciptakan krisis di 

negara belahan dunia lainnya. Sehingga 

tujuan good governance yang digagas 

oleh World Bank untuk memberantas 

kemiskinan di negara berkembang, 

justru gagal diimplementasikan. Selain 

itu, praktek good governance yang 

digagas oleh UNDP pun menuai kritik. 

UNDP mengusung good governance 

dalam frame democratic governance. 

Konsep untuk good governance tidak 

bisa serta merta di implementasikan di 

suatu negara, perlu adanya penyesuaian 

terhadap kharakteristik kondisi dan 

karakteristik dari masing-masing 

negara. Alhasil, good governance 

ketika dipaksakan di suatu negara bisa 

menjadi cacat. Artinya konsep good 

governance ini mencoba untuk 

menerjang tatanan yang ada di negara 

tersebut dengan memasukkan prinsip-

prinsip yang diusung oleh UNDP. Hal 

ini bisa menghilangkan prinsip-prinsip 

lokalitas yang murni berasal dari 

negara yang bersangkutan. Lebih 

lanjut, negara-negara donor juga 

mempunyaii keberagaman politiik dan 

kapitalisme yang dapat mempengaruhi 

negara-negara yang menerima donor 

tersebut.  

Good Governance mulai 

muncul di Indonesia setelah era 

reformasi. Hal ini dilatar belakangi 

oleh berbagai macam permasalahan 

yang muncul Tuntutan pemerintah orde 

baru yaitu presiden sebagai pusat 

kekuasaan. sebagai akibat dari 

konstitusi maupun akibat dari lembaga 

tinggi negara lainnya yang tidak 

berjalan dengan baik, dan juga 

tersumbatnya control social yang 

berasal dari partisipasi masyarakat. 

Namun pada kenyataannya, hingga saat 

ini pun masih belum menemukan 

pemaham yang baik mengenai apa itu 

good governance sehingga dalam 

implementasinya, konsep ini belum 

dapat berjalan dengan baik. 

Pemerintahpun mulai mempunyai 

komiten untuk menjadikan good 

governance sebagai landasan atau 

pondasi nilai pemerintahan.   

Di Indonesia substansi wacana 

good governance dapat di padankan 

dengan istilah pemerintahan yang baik 

bersih dan berwibawa. Pemerintahan 

yang baik adalah sikap di mana 

kekuasaan dilakukan oleh masyarakat 

yang diatur diberbagai tingkat 

pemerintah Negara yang berkaitan  

dengan sumber-sumber sosial budaya, 

politik, dan ekonomi. Saat ini 
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penegakan prinsip good governance 

belum bisa diterapkan sebagai mana 

mestinya. Good governance merupakan 

wujud penyampaian 

pertanggungjawaban dari para 

penerima amanah kepada pemberi 

amanah belum memuaskan bilamana 

kesadaran tentang bagaimana 

pentingnya menerapkan prinsup-prinsip 

good and clean governance dan 

kebutuhan bagi penyelenggara negara 

maka korupsi, nepotisme dan 

penyimpngan-penyim,pangan lainnya 

dapat diminimalisir. Sejalan dengan 

prinsip di atas pemerintahan yang baik 

itu berarti baik dalam proses maupun 

dalam hasilhasilnya semua unsur dalam 

pemerintah dapat bergerak secara 

sinergis tidak saling berbenturan dan 

memperoleh dukungan dari rakyat. 

Pemerintah juga bisa dikatakan baik 

apabila pembangunannya dapat 

dilakukan dengan biaya yang sangat 

minimal namun dengan hasil maksimal. 

 

METODE  

    Untuk menjelaskan tentang 

prinsip-prinsip good governance di 

indonesia, penulis menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Dengan metode ini peneliti 

berusaha untuk mendeskripsikan, 

menganalisis, dan membangun makna 

tentang prinsip-prinsip good 

governance di indonesia. Hal ini 

sejalan dengan pemikiran Whitney 

(1960:160) yang menyatakan bahwa 

metode deskriptif adalah pencarian 

fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, 

serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 

termasuk tentang hubungan kegiatan–

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh–

pengaruh dari suatu fenomena. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Secara sederhana, Good 

Governance diterjemahkan sebagai 

pengelolaan pemerintahan yang baik. 

Yang dimaksud dengan kata “baik” 

disini adalah mengikuti kaidah-kaidah 

tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar good governance. Sebagian 

kalangan mengartikan good 

governance sebagai penerjemahan 

konkret demokrasi dengan 

meniscayakan adanya civic culture 

sebagai penopang sustainabilitas 

demokrasi itu sendiri. Istilah Good 

Governance seringkali dipahami 

sebagai “penyelenggaraan pemerintah / 

kepemerintahan / tata pemerintahan 

yang baik”. Sebenarnya istilah Good 

Governance menunjuk pada tindakan 

atau tingkah laku yang didasarkan pada 

nilai-nilai, dan yang bersifat 

mengarahkan, mengendalikan, atau 

mempengaruhi masalah publik untuk 

mewujudkan nilai-nilai itu di dalam 

tindakan dan kehidupan keseharian 

(Billah, 2002 : 40).  

 

Menurut Dwipayana dan Eko 

(dalam  Syarkani dan Syahriani 
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2009:58), governance merupakan 

konsep netral, yang darinya kita bisa 

memformat model yang sehat (baik), 

sehingga muncul istilah good 

governance (tata-kelola 

kepemerintahan yang sehat), atau 

model yang tak sehat (buruk), sebuah 

model atau tata-kelola kepemerintahan 

yang tak sehat – bad governance.  

Banyak pendapat mengenai 

good governance yang sangat 

membantu kita dalam memahami arti 

sebenarnya, salah satunya yakni dari 

Lembaga Administrasi Negara yang 

berperan aktif untuk mewujudkan dan 

terlaksananya good governance. 

Pengertian good dalam good 

governance menurut LAN (dalam 

Sedermayanti, 2006:6) mengandung 2 

arti :  

1. Niai-nilai yang menjunjung tinggi 

keinginan/kehendak rakyat dan 

nilai yang dapat meningkatkan 

kemampuan rakyat yang dalam 

pencapaian tujuan (nasional) 

kemandirian, pembangunan 

berkelanjutan dan keadilan sosial.  

2. Aspek-aspek fungsional dari 

pemerintahan efektif dan efisien 

dalam pelaksanaan tugasnya 

mencapai tujuan-tujuan tersebut.  

Pada hakikatnya pemerintah 

yang baik adalah menganggap bahwa 

kekuasaan amanat untuk bisa melayani 

masyarakat dengan maksimal. Begitu 

pula yang dipaparkan oleh LAN (dalam 

Widodo, 2001:18) dengan mengartikan 

bahwa good governance dalam proses 

penyelenggaraan kekuasaan negara 

dalam melaksanakan penyediaan 

pelayanan publik good and service. 

Dengan adanya slogan demikian 

masyarakat menjadi tujuan untuk 

menyediakan pelayanan prima.  

Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang 

Baik : 

Kendati diawali oleh tawaran 

badan-badan internasional, namun cita 

good governance kini sudah menjadi 

bagian diskursus serius dalam wacana 

pengembangan paradigma birokrasi 

dan pembangunan ke depan.  Dari  

berbagai hasil  kajian  LAN,  

Simamungsong  dan  Sinuraya  (2004  

:  256-263)  mengutip sembilan aspek 

fundamental dalam perwujudan Good 

Governance, yaitu :  

1.   Partisipasi  

2. Penegakan Hukum  

3. Transparansi  

4. Responsif  

5. Orientasi Konsensus  

6. Kesetaraan  

7. Efektivitas  

8. Akuntabilitas  

9. Visi Strategis  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Konsep Pemerintahan Yang Baik 

(Good Governance)   

Good Governance ialah tata 

kelola pemerintahan yang baik. Dalam 

mewujudkan konsep good governance 

maka diperlukan sinergi anatar tiga 

aktor utama, yakni pemerintah, privat 

sector, dan civil society. Ketiga aktor 

ini mempunyai peran dalam mengelola 

sumber daya, lingkungan social, 
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ekonomi, dan budaya. Pengertian good 

governance dalam versi World Bank 

diartikan sebagai penyelenggaraan 

pengelolaan atau manajemen dalam 

pemerintah secara solid dan akuntabel 

aerta berdasarkan prinsip pasar yang 

efisien dan juga pencegahan korupsi 

baik secara administratif maupun 

politis. Hal ini bagi sektor pemerintah 

atau sektor privat sekalipun merupakan 

suatu inovasi atau terobosan yang 

mutakhir dalam upaya menciptakan 

kredibilitas publik manajerial yang 

handal. Good Governance ini hadir 

sebagai salah satu bentuk solusi dalam 

mengatasi permasalahan yang terjadi 

dalam suatu negara. Good Governance 

membantu mengintegrasikan anatar 

peran pemerintah, privat sector, dan 

masyarakat untuk mencapai konsesus 

bersama, dimana dalam 

pelaksanaannya dapat di 

pertanggungjawabkan dan bersifat 

efektif dan efesien. Dengan 

memperhatikan nilainilai dan cara kerja 

good governance, maka hal ini bisa 

memperkecil terjadinya penyimpangan 

dalam pelaksanaan kebijakan karena 

program-program yang yang ditetapkan 

adalah berdasarkan keputusan bersama.  

Negara yang berperan dalam 

pemberi layanan kepada masyarakat 

demi tercapainya kesejahteraan secara 

adil dapat berjalan dengan baik apabila 

sistem pemerintahnya memegang teguh 

pada 3 dasar pembangunan 

berkelanjutan, yaitu bidang lingkungan, 

ekonomi dan sumber daya manusia. 

Konsep good governance ini memiliki 

keterkaitan dengan 3 aktor utama, 

yaitu: Pemerintah sebagai 

penyelenggara negara, korporat sebagai 

penggerak bidang perekonomian, serta 

masyarakat sipil sebagai pihak 

penyesuai. Pihak pihak tersebut saling 

mempengaruhi dan masing masingnya 

memiliki peran dalam penyelenggaraan 

negara yang baik.  Sinkronisasi dan 

harmonisasi antar pihak-pihak tersebut 

menjadi jawaban besar. Namun dengan 

keadaan Indonesia saat ini masih sulit 

untuk dapat terjadi (Efendi, 2005). 

Konsep tata kelola yang baik dapat 

diwujudkan melalui upaya 

menciptakan sinergi antara masyarakat 

sipil, sektor publik, dan sektor swasta 

dalam pengelolaan sumber daya alam, 

ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Good governance setidaknya harus 

mampu memenuhi prasyarat 

partisipasi, efisiensi dan efektifitas, 

transparansi dan keadilan. 

Lahirnya konsep good 

governance berawal dari adanya 

kepentingan lembaga-lembaga donor 

seperti PBB, Bank Dunia, ADB 

maupun IMF dalam memberikan 

bantuan pinjaman modal kepada 

negara-negara yang sedang 

berkembang. Dalam perkembangan 

selanjutnya good governance 

ditetapkan sebagai syarat bagi negara 

yang membutuhkan pinjaman dana, 

sehingga good governance digunakan 

sebagai standar penentu untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan 

dan berkeadilan. Hal tersebut dapat 

dimaklumi, karena konsep dan program 
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lembaga-lembaga donatur dunia 

berorientasi pada pengentasan 

kemiskinan, dan kemiskinan menjadi 

salah satu faktor penghambat 

berkembangnya pembangunan dalam 

suatu negara.  

Prinsip tata pemerintahan yang 

baik merupakan faktor penting dalam 

mewujudkan sistem yang lebih baik, 

berdasarkan hal tersebut maka penulis 

sajikan data berdasarkan 6 prinsip tata 

pemerintahann yang baik yakni 

akuntabilitas, transparansi,penegakan 

hukum, kesetaraan, daya tanggap, 

efektivitas dan efisiensi.   

1.  Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah kewajiban 

pihak pemenang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan , melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut 

(Mardiasmo, 2009: 20). 

Akuntabilitas adalah segala 

bentuk kegiatan/program yang telah 

dilaksanakan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Bentuk 

pertanggungjawaban dapat 

berbedabeda tergantung dari pihak 

yang terkait. Akuntabilitas yang 

dilakukan oleh pemerintah dapat 

meningkatkan kepercayaan 

masyarakat.  

Akuntabilitas bukan hanya 

dilakukan secara vertical, 

pertanggungjawaban atas pengelolaan 

dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 

misalnya pertanggungjawaban unit-unit 

kerja (dinas) kepada pemerintah 

daerah, tetapi dilakukan juga secara 

horizontal, dimana 

pertanggungjawaban di lakukan kepada 

masyarakat yang lebih luas. 

Pelaksanaan akuntabilitas di 

lingkungan instansi pemerintah, dapat 

diperhatikan prinsip-prinsip 

akuntabilitas sebagai berikut: 1) harus 

ada komitmen dari pimpinan dan 

seluruh staf instansi untuk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar 

akuntabel; 2) harus merupakan suatu 

system yang dapat menjamin 

penggunaan sumber-sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 3) 

harus dapat menunjukkan tingkat 

pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan; 4) harus berorientasi 

pada pencapaian visi dan misi serta 

hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) 

harus jujur, obyektif, transfaran, dan 

inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam 

bentuk pemutakhiran metode dan 

Teknik pengukuran kinerja dan 

penyusunan laporan akuntabilitas 

(LAN & BPKP, 2000). 

2.  Transparansi  

Transparansi yaitu prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapat akses informasi seluas-
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luasnya tentang keuangan. 

Transaparansi atau bias diartikan 

dengan keterbukaan adalah 

pemerintahan memberikan kemudahan 

akses informasi kepada masyarakat 

terkait dengan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Informasi bisa diakses oleh semua 

warga masyarakat dengan 

memperhatinkan pada ketentuan-

ketentuan yang telah dibuat. Informasi 

haruslah bersifat update dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Tujuan dari transparansi adalah 

membangun rasa saling percaya antara 

pemerintah dengan public dimana 

pemerintah harus memberi informasi 

akurat bagi public yang membutuhkan, 

terutama informasi handal yang 

berkaitan dengan masalah hokum, 

peraturan, dan hasil yang dicapai dalam 

proses pemerintahan, adanya 

mekanisme yang memungkinkan 

masyarakat mengakses informasi yang 

relevan, adanya peraturan yang 

mengatur kewajiban pemerintah daerah 

menyediakan informasi kepada 

masyarakat, serta menumbuhkan 

budaya di tengah masyarakat untuk 

mengkritisi kebijakan yang dihasilkan 

pemerintah. 

3.  Penegakan Hukum  

Hukum memiliki peranan 

penting dalam menegakkan keadilan 

dan kebenaran. Hukum yang dibuat 

haruslah bersifat tidak memihak, adil, 

dan konsisten. Hukum harus 

diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak 

melihat pada jabatan, materi, dan 

kekerabatan.   

Penegakan hukum ditujukan 

guna meningkatkan ketertiban dan 

kepastian hokum dalam masyarakat. 

Hal ini dilakukan antara lain dengan 

menertibkan fungsi, tugas dan 

wewenang Lembaga-lembaga yang 

bertugas menegakkan hokum menurut 

proporsi ruang lingkup masing-masing, 

serta didasarkan atas system kerjasama 

yang baik dan mendukung tujuan yang 

hendak dicapai. 

Tingkat perkembangan 

masyarakat tempat hokum 

diberlakukan mempengaruhi pola 

penegakan hokum, karena dalam 

masyarakat modern yang bersifat 

rasional dan memiliki tingkat 

spesialisasi dan differensiasi yang 

tinggi pengorganisasian penegak 

hukumnya juga semakin kompleks dan 

sangat birokratis. 

Kajian secara sistematis 

terhadap penegakan hokum dan 

keadilan secara teoritis dinyatakan 

efektif apabila 5 pilar hokum berjalan 

baik, yaitu: instrument hukumnya, 

apparat penegak hukumnya, factor 

kebudayaan atau legal culture, factor 

sarana dan fasilitas yang dapat 

mendukung pelaksanaan hokum. 

4.  Kesetaraan  

Pada prinsip kesetaraan sudah 

baik dengan memberikan perlakuan 

yang sama atau tidak membeda-

bedakan status sosial, serta suku dari 

masyarakat telah dilakukan oleh 

aparatur pemerintahan baik di pusat 
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ataupun di daerah. Karena semua pada 

hakekatnya sama dimata hokum, dan 

juga mampu berperan serta 

berpartisipasi baik dalam segala 

kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang 

politik, juga dalam hokum, bidang 

ekonomi, serta sosial dan budaya. 

Seluruh warga masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama dimata hukum 

dan untuk mencapai kesejahteraannya. 

Prinsip kesetaraan akan memacu 

dampat keadilan dan pembangunan 

ekonomi yang stabil, karena semua 

rakyat memiliki hak dan kesempatan 

yang sama untuk melakukan 

pengembangan diri tanpa adanya 

intervensi dari pihak manapun. 

5. Daya Tanggap  

Menurut Tjiptono dan Chandra 

(2011:198) mengungkapkan bahwa 

daya tanggap (responsiveness) adalah 

berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka, serta 

menginformasiakan kapan saja, akan 

diberikan dan kemudian memberikan 

jasa secara cepat. Dengan memberikan 

respon (daya tanggap) yang maksimal 

kepada masyarakat tentu akan 

menimbulkan kepuasan tersendiri bagi 

masyarakat tersebut. 

6. Efektifitas dan Efisiensi  

Dalam menjalan program-

program dan kebijakan, pemerintah 

berpegang pada prinsip efektif dan 

efesien. Dimana program dikatakan 

efektif, jika program yang dijalankan 

dapat berjalan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pun dengan 

efesien, artinya pemerintah harus 

menggunakan anggaran dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan kebutuhan yang 

akan dilakukan.  

Efektifitas merupakan ukuran 

suatu organisasi dalam mencapai 

proses kerja yang lebih baik dalam 

menyelesaikan tugas. Berbagai konsep 

yang membahas efektivitas kinerja 

menunjukan hasil yang dicapai dalam 

arti bahwa efektivitas kerja adalah 

suatu kegiatan yang diukur besar 

kecilnya penyesuaian antara tujuan dan 

harapan yang ingin dicapai dalam kerja 

dengan hasil yang baik. Jelasnya jika 

sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai 

sumber dengan yang telah 

direncanakan sebelumnya dapat disebut 

efektif. 

Menurut Prasetyo Budi Saksono 

(2009:12) mengungkapkan bahwa 

efektivitas adalah seberapa besar 

tingkat kelekatan output (keluaran) 

yang dicapai dengan output yang 

diharapkan dari jumlah input 

(masukan) dalam suatu perusahaan atau 

seseorang. Menurut Hidayat (2011:18) 

bahwa efektivitas adalah suatu ukuran 

perusahaan yang menyatakan seberapa 

target yakni kuantitas, kualitas dan 

waktu telah tercapai secara jauh, 

dimana makin besar presentase target 

yang dicapai maka makin tinggi 

efektivitasnya. 

Mardiasmo (2018:165) 

mengartikan bahwa efisensi 

berhubungan erat dengan konsep 

produktivitas. Pengukuran efisiensi 



Journal E-Gov Wiyata: Education and Government 

Volume 1 Nomor 1, Februari 2023 (halaman 40-52) 

https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov 

 

Halaman 49 

dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara output yang 

dihasilkan terhadap input yang 

digunakan dengan menggunakan 

perbandingan antara output yang 

dihasilkan terhadap input yang 

digunakan (cost of output). Proses 

kegiatan operasional dapat dikatakan 

efisien apabila suatu produk atau hasil 

kerja tertentu dapat dicapai dengan 

penggunaan sumber daya dan dana 

yang serendah-rendahnya (spending 

well). 

Sedangkan menurut United 

National Development Program 

(UNDP) prinsip good governance, 

terbagi menjadi 14, yaitu:  

1. Partisipasi Masyarakat   

2. Wawasan ke Depan   

3. Keterbukaan dan Transparansi   

4. Demokrasi  

5. Profesionalisme dan 

Kompetensi  

6. Kemitraan dengan Dunia Usaha 

Swasta dan Masyarakat  

7. Desentralisasi   

8. Komitmen pada Lingkungan 

Hidup   

9. Komitmen pada Pengurangan 

Kesenjanga  

10. Profesionalisme dan 

Kompetensi  

11. Keefisienan dan Keefektifan  

12. Daya Tanggap   

Indonesia telah dikenal dengan 

tata pemerintahan yang baik (good 

governance) sejak era reformasi. 

Perkembangan good governance di 

Indonesia juga dipengaruhi oleh krisis 

mata uang di negara lain dan kondisi 

sejarah lainnya. Krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia disebabkan oleh 

banyak faktor antara lain tata kelola 

pemerintahan yang buruk, KKN 

(korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang 

merajalela. Praktik KKN merupakan 

masalah serius yang menimpa hampir 

semua cabang pemerintahan. Dampak 

dari masalah ini adalah rendahnya 

kualitas pelayanan publik. Masyarakat 

tampaknya dipandang rendah. 

Penyelenggara pemerintahan hanya 

sibuk mengisi perut dan memuaskan 

kepentingannya sendiri. Hal ini tentu 

saja menghambat proses 

pembangunan, meningkatkan 

kriminalitas, menambah jumlah 

pengangguran, menambah jumlah 

penduduk miskin, menurunkan derajat 

kesehatan, menurunkan kualitas 

pendidikan, dan menimbulkan konflik 

di daerah yang mengancam persatuan 

dan kesatuan Indonesia. Penerapan 

good governance di Indonesia pada 

waktu itu bisa dikatakan sebagai angin 

segar yang dapat memperbaiki sistem 

yang korup dan kualitas pelayanan 

masayarakat yang buruk. Berikut 

beberapa permasalahan good 

governance di Indonesia:  

1. Belum adanya kesesuaian antara 

tuntutan kebutuhan masyarakat 
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dengan reformasi birokrasi yang 

berjalan.  

2. Tingginya tingkat keberagaman 

masalah dalam mencari keputusan 

akhir atau pernyelesaianya.  

3. Tren penyalahgunaan dan 

pelanggaran wewenang dan 

perilaku dan tindakan Korupsi 

Kolusi dan Nepotisme yang masih 

tinggi, serta pengadaan kontrol dan 

pengendalian kinerja aparatur 

pemerintah yang masih lemah.  

4. Partisipasi masyarakat yang 

semakin tinggi tuntutannya dalam 

pembuatan dan 

pengimplementasian kebijakan 

publik.  

5. Tuntutan publik terhadap 

pelaksanaan prinsip prinsip Good 

Governance yang semakin 

meningkat, dalam rangka untuk 

memperbaiki dan meningkatkan 

tata kelola kepemerintahan.  

6. Era desentralisasi, yang berakibat 

pada meningkatnya tuntutan dalam 

pelimpahan kewenangan, tanggung 

jawab dan pengambilan keputusan.  

7. Belum memadainya sistem 

kelembagaan dan tata kelola 

pemerintahan di daerah sehingga 

menyababkan rendahnya kinerja 

sumber daya aparatur pemerintahan 

terkait.  

Berbagai upaya dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik telah dilakukan, namun 

apabila dilihat dalam perkembangan 

Good Governance di Indonesia, pada 

pengimplementasiannya masih terdapat 

kebocoran akibat kurangnya 

transparansi sebagai salah satu syarat 

pokok dari Good Governance, 

sehingga pengimplementasiannya ini 

belum dapat dikatakan baik dan 

berhasil sepenuhnya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas 

bahwa kesimpulan yang dapat diambil 

adalah Good Governance ialah tata 

kelola pemerintahan yang baik. Dalam 

mewujudkan konsep good governance 

maka diperlukan sinergi anatar tiga 

aktor utama, yakni pemerintah, privat 

sector, dan civil society. Good 

governance merupakan wujud 

penyampaian pertanggungjawaban dari 

para penerima amanah kepada pemberi 

amanah belum memuaskan bilamana 

kesadaran tentang bagaimana 

pentingnya menerapkan prinsup-prinsip 

good and clean governance dan 

kebutuhan bagi penyelenggara negara 

maka korupsi, nepotisme dan 

penyimpngan-penyimpangan lainnya 

dapat diminimalisir. Pemerintah juga 

bisa dikatakan baik apabila 

pembangunannya dapat dilakukan 

dengan biaya yang sangat minimal 

namun dengan hasil maksimal. 
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